
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR 17 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih 
wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih 
dilantik; 

b.  bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah 

dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, 

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat 
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun 

dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalah huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; 

 
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rpublik 

Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi 

Indonesia Masa Depan; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang  (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran  Negara Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan    Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 

21,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah Rencana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 

Tahun 2005 Tantang Tata Ruang Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2005 Nomor 29); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2007 Nomor 38), sebagaimana diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 

Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomort 14 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 

Nomor 14); 



22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 

Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2015 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun  2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2011 Nomor 16); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1); 
 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANAH BUMBU 
 

dan 
 

BUPATI TANAH BUMBU 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
TAHUN 2016-2021. 

 
 

 
 
 

 
 

 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2006-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka 
panjang daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 5 (lima) 

tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati 
dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi. 

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang 

selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 1 (satu) tahunan yang 

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

 
Pasal 2 

 

(1) RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan RKPD yang memuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Periodisasi pembangunan jangka menengah daerah adalah selama 5 (lima) 

tahun. 
 

 

 
 

 
 



Pasal 3 
 

(1) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan 
pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi 
perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen Pembangunan Daerah. 

(2) Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat bantu menyusun dan 
mengevaluasi Rencana Kerja Pembagunan Daerah setiap tahunnya. 

 

 
BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD 

 
Pasal 4 

 
RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum 
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, 
dan maksud dan tujuan. 

 
BAB II  : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Memuat secara logis dasar-dasar analisa, gambaran umum 
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta 
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

 
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN 
Pada Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan 
analisa terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

 
BAB IV : ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH 

Pada Bab ini menyajikan analisis isu-isu strategis yang akan 

menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun 
mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan 

pembangunan daerah dan isu strategis yang berasal dari 
permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia 
internasional, kebijakan nasional maupun regional. 

 
 BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten  Tanah 
Bumbu  untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, 
sasaran serta Indikator Kinerja setiap misi pembangunan. 

 
BAB VI : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai 

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi 
terpilih. 

 
BAB VII : PRIORITAS, TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

INDIKATIF 

Dalam Bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum 
yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi 

yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Pada Bab 



ini juga diuraikan prioritas, tahapanpembangunan dan program 
indikatif dalam upaya mewujudkan visi dan misi, tujuan dan 

sasaran stategis dan arah kebijakan. 
 

BAB VIII : RENCANA INVESTASI DAN KERANGKA PENDANAAN 

PEMBANGUNAN 
Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan 

SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab 
SKPD.  Pada bab ini, disajikan pula tentang perkiraan 
kebutuhan investasi dan kerangka pendanaan pembangunan 

tahun 2016-2021. 
 
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi    
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi 

Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. 
 

BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 

Dalam Bab ini menjabarkan pedoman bagi penyusunan RKPD 
dan RAPBD tahun transisi serta memuat rumusan kaidah-
kaidah pelaksanaannya. 

 
BAB XI : PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum 
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 
 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 6 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi  terhadap 

pelaksanaan RPJMD 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sesuai ketentuan  Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 7 

 
Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2016-2021 disusun dan 
dilaksanakan sesuai dengan RPJMD. 

 
BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 8 

 
(1) Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2016 dengan 

Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2016 harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

 



(2) Peraturan Daerah ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan pedoman 
RKPD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu. 

 
Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 16 Agustus 2016     

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

 
 
 

MARDANI H. MAMING 
 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 16 Agustus 2016     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
 

 
 

SAID AKHMAD 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

TAHUN 2016 NOMOR 17  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (120/2016) 


